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Bab III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

  Perlindungan konsumen dalam perjanjian jual- beli secara online masih 

belum teratur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap perjanjian jual- beli secara online, maka diperlukan bantuan 

dari Undang- Undang ITE dan KUHPerdata jika melakukan perjanjian jual- beli 

secara online. Undang- Undang ITE belum memenuhi dengan sempurna 

dikarenakan belum secara khusus mengatur mengenai perjanjian jual- beli secara 

online, dan juga mengatur mengenai pendaftaran usaha dalam online. Jual- beli 

secara online sudah menjadi hal yang dapat digunakan sehari- hari oleh 

masyarakat, oleh karena itu diperlukan untuk mengatur dengan teliti secara lex 

specialis derogate legi generali dalam Undang- Undang ITE maupun dalam 

Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk menjaga konsumen dalam 

perjanjian jual- beli secara online. Sebagai perbandingan perbedaan hukum, dalam 

hukum Korea Selatan sudah mengatur mengenai hal- hal tersebut dalam Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen dalam e-commerce, sedangkan hukum di 

Indonesia mengatur jual- beli dalam KUHPerdata tetapi belum mengatur 

mengenai jual- beli secara online. Oleh karena itu, sebagai bantuan atau 

memenuhi kelengkapan KUHPerdata dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang ITE dapat melengkapinya 

karena Undang- Undang ITE mengatur dengan secara luas atas teknologi 
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informasi dengan teknologi elektronik, tetapi belum ada peraturan khusus bagi 

masyarakat ataupun bagi konsumen yang mengunakan jual- beli secara online.  

Saran 

Setelah perkembangan teknologi yang sangat pesat diperlukan peraturan 

khusus atas perjanjian jual- beli secara online dalam Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen maupun Undang- Undang ITE tidak hanya mengatur 

dalam KUHPerdata saja. Setelah memperbandingkan hukum Indonesia dengan 

hukum Korea Selatan bahwa hukum Indonesia mengatur mengenai jual- beli lebih 

baik dibandingakan hukum Korea Selatan karena hukum Indonesia dikategorikan 

jual- beli secara barang bergerak dan tidak bergerak, sebaliknya hukum Korea 

Selatan mengatur jual- beli saja tidak membedakan terhadap barang bergerak dan 

tidak bergerak. Sedangkan setelah mengadakan perkembangan teknologi hukum 

Korea Selatan tetap mengadakan perkembangan untuk menyesuaikan situasi, 

tetapi hukum Indonesia belum dapat menyeusuai dengan situasi, sebagai contoh 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen tetap dapat dipergunakan pada saat ini yang berusia dua puluh tahun. 

Sebaliknya, Korea Selatan sering merevisi Undang- Undang Perlindungan 

Kosumen untuk menyesuai perkembangan teknologi. Oleh karena itu, hukum 

Indonesia diperlukan untuk menyesuai perkembangan hukum dengan 

perkembangan teknologi untuk melindungi konsumen dan juga perusahaan yang 

membuka secara online, seperti mendaftarkan perusahaan maupun memberikan 

informasi mengenai perusahaan yang daftar dalam online dan tidak melakukan 
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jual- beli lewat Instagram dan/atau Facebook kecuali mengiklankan.  
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